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ABSTRAK

Khitbah merupakan salah satu aspek yang diatur dalam Islam yang
berfungsi sebagai langkah awal menuju jenjang pernikahan. Dengan adanya
khitbah, diharapkan kedua calon mempelai serta keluarga dapat mengenal satu
sama lainnya, serta dapat menguatkan ikatan sebelum pernikahan. Khitbah
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa
rahmah. Akan tetapi, khitbah tidak selalu berakhir ke jenjang pernikahan. Ada
beberapa hal yang menyebabkan seseorang membatalkan khitbah yang sudah
dilakukan. Pembatalan ini, sedikit banyak akan memberikan dampak negatif bagi
pihak yang dibatalkan. Menyadari adanya potensi itu, masyarakat di Kecamatan
Semin Kabupaten Gunungkidul membuat suatu mekanisme dalam prosesi
khitbah, yaitu dengan membuat perjanjian khitbah yang di dalamnya memuat
kesepakatan adanya pemberian ganti rugi secara materiil dari pihak yang
membatalkan kepada pihak yang dibatalkan dengan nominal sesuai kesepakatan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di
wilayah Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskritif-analitis, yaitu dengan memaparkan
materi-materi pembahasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-
fakta yang diteliti. Kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil
yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan normatif yaitu dengan mengacu pada aturan hukum Islam
dengan dalil-dalil dari alquran dan hadis, dan pendapat ulama. Kemudian
menggunakan pendekatan ‘urf dan maslahah mursalah untuk menganalisis
permasalahan yang terjadi dalam tradisi masyarakat Semin mengenai konsekuensi
hukum pembatalan khitbah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat diketahui alasan masyarakat
Semin yang-masih- mempraktikkan -tradisi. tersebut. hingga - sekarang. Alasan
tersebut _antara_lain .adalah untuk _melestarikan. tradisi leluhur, masyarakat di
Kecamatan Semin. yang sudah ‘berjalan selama- puluhan- tahun, untuk
menghindarkan masyarakat di Kecamatan Semin dari dampak negatif pembatalan
khitbah, serta' memberikan rasa nyaman Kepada pihak yang terikat dalam khitbah
agar terbentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Pembatalan
khitbah merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam akan tetapi jika tidak
dilakukan dengan jalan yang baik, tentu akan mengakibatkan dampak negatif bagi
pihak yang dibatalkan, baik secara moril maupun materiil. Hal ini tentu bertolak
belakang dengan salah satu prinsip beragama dalam Islam, yaitu memelihara akal,
memelihara keturunan, serta memelihara harta.

Kata kunci: pembatalan khitbah, ‘urf, maslahah mursalah, Semin,
Gunungkidul.
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I.  Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba’ b be
< Ta’ t te
& Sa’ $ es (dengan titik diatas)
d Jim j je
C Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
€ Kha’ kh ka dan ha
S Dal d de
3 73l z zet (dengan titik di atas)
J Ra’ r er
J Zai z zet
o Sin S es
o Syin sy es dan ye

viii



ul Sad
ol Dad
b Ta’
5 7’
< ‘Ain
¢ Gain
‘B Fa’
d Qaf
o Kaf
J Lam
¢ Mim
¢ Nin
3 Waw
3 Ha’
& Hamzah
é Ya

es (dengan titik di bawah)
de (dengan titik di bawah)
te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di bawah)

koma terbalik di atas

ge
ef
qi
ka

3

el
‘em
‘en

we

ha

apostrof

ye

Konsonan Rangkap'Karena Syaddah ditulis rangkap

ditulis

ditulis

Muta’addidah

‘iddah

Ta’marbiitah di akhir kata




a. Bila dimatikan ditulis h

daSa ditulis Hikmah

PERTS ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya

b. Bila diikuti denga kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah,

maka ditulis h

el ¥ < Ditulis Karamah al-auliya’

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis atau h

ladliBls ditulis Zakah al-fitri

V.

Vokal Pendek

fathah ditulis a

kasrah ditulis i




& dammah ditulis u
V. Vokal Panjang
1 | Fathah + alif lala ditulis a : jahiliyyah
2 | Fathah + ya’ mati (o ditulis a : tansa
3 | Kasrah + ya’ mati m S ditulis i karim
4 | Dammah + wawu mati  w= 4 ditulis a : furid
V1. Vokal Rangkap
1 | Fathah ya mati ditulis ai
ASin ditulis bainakum
2 | Fathah wawu mati ditulis au
Jé ditulis gaul
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VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof
A} ditulis a’antum
& e ditulis u’iddat
Al S il ditulis la’in syakartum

VIlI. Kata sandang Alif + Lam

a. Dila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan

‘Cl”

OIA ditulis Al-Qur’an
o) ditulis al-Qiyas
b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)nya.

slaud)

Cadid)

ditulis

ditulis

as-Sama’

asy-Syams
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IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

w2y Al ditulis Zawi al-furid

s Jai ditulis Ahl as-Sunnah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata hanya sebagai hubungan
keperdataan biasa, tetapi mempunyai nilai ibadah. Kompilasi Hukum Islam
menegaskan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah.}
Sedangkan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa
perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami
istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai langkah awal menuju perkawinan adala dilaksanakannya khitbah,
atau peminangan atau lamaran. Adapun tata cara pelaksanaan khitbah pada setiap
daerah, suku, atau bangsa berbeda-beda, dikarenakan ulama fikih memang tidak
menyinggung masalah ini dalam uraian mereka tentang khitbah. Sayid Sabiq
mengatakan bahwa tata cara perkawinan dikembalikan kepada adat kebiasaan
masing-masing masyarakat.2

Adapuin pengertian khitbah® menurut tlama ‘fikih adalah pengungkapan
keinginan  untuk— menikah © dengan” “seorang” “perempuan tertentu dan

memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.

! Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Aka Press, tt), him. 114.

2 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru VVH, 1996), him.
928.

% Wahbah al-Zuhaili, Figih Islam, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk , (Jakarta:
Gema Insani, 2011), 1X: 20.



Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang
hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya.
Jika perempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju, maka tunangan
dinyatakan sah.

Prakteknya, adat maupun kebiasaan masyarakat sangatlah bervariatif
terkait dengan praktik khitbah. Keberagaman tersebut dapat berupa cara-cara
dalam proses khitbah tersebut, maupun dalam hal lain yang terkait dengan sesuatu
yang harus dibawa dalam proses tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh adat istiadat
yang berkembang di masyarakat. Dalam proses peminangan, sudah tentu terjadi
kesepakatan di antara kedua keluarga terkait dengan pernikahan yang akan
dilangsungkan. Dengan begitu, khitbah dapat pula diartikan sebagai janji untuk
menikahi gadis yang sedang dilamarnya. Akan tetapi, praktek yang terjadi di
masyarakat sangat memungkinkan terjadinya pembatalan khitbah oleh salah satu
pihak dikarenakan berbagai macam alasan.

Membatalkan khitbah berarti ingkar janji untuk perkawinan yang telah
ditentukan. Pengingkaran ini tentu saja merupakan permasalahan yang tidak bisa
dianggap remeh, dikarenakan perbuatan tersebut menimbulkan permusuhan.
Selain itu, objek dari penjanjian tersebut adalah perkara yang sangat sakral baik
dalam pandangan agama maupun umat manusia. Alasan adanya pembatalan
khitbah juga muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Dalam syariat memang
dieperbolehkan adanya pembatalan khitbah ketika dalam proses tersebut

ditemukan halangan syar’i yang akan menimbulkan kemudaratan apabila



perkawinan tersebut tetap dilaksanakan. Namun tidak diperbolehkan untuk alasan
yang bukan termasuk halangan secara syar’i.’

Demikian juga vyang terjadi di Kecamatan Semin, Kabupaten
Gunungkidul. Dalam praktek yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut,
ditemukan beberapa kasus pada saat proses khitbah atau lamaran, sehingga ada
salah satu pihak yang tiba-tiba membatalkan khitbah secara sepihak. Hal ini tentu
menimbulkan permasalahan. Karena ada pihak yang merasa dirugikan baik secara
moril maupun materiil. Dalam segi moril, nama baik keluarga akan tercoreng
karena perbuatan tersebut dan di masyarakat terlanjur muncul stigma jika orang
yang khitbah-nya dibatalkan maka akan sulit mendapatkan jodoh. Dari segi
materiil, dilihat dari segi biaya yang telah dikeluarkan untuk proses tersebut.
Terlebih dalam masalah waktu, dalam masa penantian atau jeda antara khitbah
dan perkawinan hanya terbuang sia-sia, karena pada akhirnya menunggu sesuatu
yang tidak pasti.’

Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, sebagian masyarakat di
wilayah Kecamatan Semin menyepakati adanya sanksi-bagi pelaku pembatalan
khitbah, Adapun bentuk dari. sanksi tersebut berupa denda dengan sejumlah
nominal uang dan pengembalian harta yang telah diberikan. Denda yang biasanya
disepakati berkisar 10 juta rupiah, tergantung kesepakatan yang telah dibuat dan

kesepakatan tersebut dibuat di atas kertas bermaterei. Apabila salah satu pihak

* Abdurahman al-Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 76.

® Wawancara dengan Risna, warga Desa Pundungrejo Kecamatan Semin, pada tanggal 13
Mei 2019.



membatalkan khitbah, maka wajib membayar sejumlah yang telah disepakati dan
jika tidak mau membayar, maka akan berlanjut kepada proses hukum.®

Hal tersebut menarik untuk dikaji dikarenakan praktik semacam ini biasa
ditemukan di seluruh daerah di wilayah Indonesia. Selain itu penyusun
beranggapan bahwa dengan meneliti fenomena tersebut, kita bisa mengetahui

sejauh-mana efektifitas serta manfaat dari praktik semacam itu.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, agar penyusunan ini menjadi
terarah dan mencapai tujuan, maka penyusun mengemukakan perumusan
masalah sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan sanksi hukum pembatalan khitbah dan faktor
apa yang menjadikan praktik tersebut masih dilakukan sampai sekarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai adanya sanksi hukum
terhadap pembatalan khitbah pada tradisi masyarakat di Kecamatan Semin

Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk menjelaskan bagaimana praktik pemberian sanksi hukum
terhadap pembatalan khitbah yang dilakukan oleh masyarakat di

Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul.

® Wawancara dengan Risna, warga Desa Pundungrejo Kecamatan Semin, pada tanggal 27
April 2019.



b. Untuk menjelaskan dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap
adanya tradisi pemberian sanksi hukum terhadap pembatalan khitbah
yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Semin Kabupaten
Gunungkidul.

2. Kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran
bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam
pada khususnya, dan terutama kepada hal — hal yang berkaitan tentang
permasalahan hukum adat peminangan di wilayah Indonesia.

b. Selain itu, penyusunan tesis ini diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran pula bagi perkembangan hukum di lingkungan
peradilan agama dan masyarakat, khususnya dalam lingkup hukum

keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka
Kajian pustaka. merupakan sumber ‘inspirasi bagi seorang peneliti
untuk  merumuskan- permasalahan. -Peneliti harus ‘mampu  menunjukkan
komitmen  bahwa ' ia bermaksud < mengembangkan ‘pengetahuan yang
dimilikinya dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan bertanggung jawab.’
Berdasarkan previous researches, pembahasan tentang khitbah nikah
memang telah ada yang mengkajinya beberapa. Hampir dalam setiap Kkitab-

kitab fikih ditemukan secara khusus yang membahas tentang khitbah nikah.

” Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Sumber Sari Indah,
2008), him. 100.



akan tetapi , sejauh penelaahan yang dilakukan oleh penyusun, belum ada
pembahasan tentang pembatalan khitbah yang secara khusus melakukan
penelitian kepada objek kasus yaitu di lingkup masyarakat di wilayah
Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Selain dari kitab-kitab fikih konvesional, kajian tentang khitbah nikah
ini juga terdapat dalam beberapa karya tulis ilmiah. Diantaranya adalah tesis
dari Muhammad Said Yusuf yang berjudul Dampak Pembatalan Perkawinan
di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul
dalam Perspektif Yuridis dan Psikologi Sosial. Penelitian ini merupakan studi
kasus atas fenomena yang menimpa kepada salah satu warga di wilayah
tersebut. Pembatalan terjadi dikarenakan adanya pemalsuan identitas oleh
pihak perempuan. Fokus dari penelitian ini adalah mengkaji fenomena
tersebut dari perspektif yuridis dan psikologi sosial. Tesis ini berbeda dengan
sanksi hukum pembatalan khitbah di Kecamatan Semin yang mana kajian dari
penyusun-adalah terletak pada Khitbah! bukan pada pernikahannya.®

Skripsi yang- disusun oleh ‘Siti Nurhayati, mahasiswa Universitas
Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini  disusun untuk membahas secara
khusus tentang fenomena ganti rugi pembatalan khitbah dalam tinjauan
sosiologis yang objeknya adalah studi kasus di lingkungan masyarakat Desa

Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Jambi. Fokus dari penelitian ini adalah

8 Muhammad Said Yusuf, Dampak Pembatalan Perkawinan di Dusun Iroyudan Desa
Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul dalam Perspektif Yuridis dan Psikologi Sosial,
Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.



tinjauan sosiologisnya. Kajian ini berbeda dengan sanksi hukum pembatalan
khitbah di Kecamatan Semin yang mana perspektif yang digunakan oleh Siti
Nurhayati merupakan perspektif sosiologi sedangkan sanksi pembatalan
khitbah terfokus kepada kajian hukum Islam.®

Skripsi yang disusun oleh Nina Agus Hariati, mahasiswa Universitas
Islam Negeri Malik Ibrahim Malang yang membahas tradisi mudhun gentheng
sebagai sanksi bagi pelaku pembatalan khitbah yang merupakan studi kasus
pada masyarakat Dusun Karang Juwet, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten
Malang. Penelitian ini hanya berfokus kepada perspektif sad zariah untuk
menjawab fenomena tersebut yang jelas berbeda dengan kajian sanksi
pembatalan khitbah di Kecamatan Semin yang mengunakan perspektif ‘urf
dan maslahah mursalah.*

Skripsi yang disusun oleh Umar Said yang berjudul Tinjauan Hukum
Islam terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah oleh Pihak Perempuan,
yang merupakan studi kasus di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten
Jepara. Penelitian  ini. terfokus' kepada sanksi- diberikan kepada pihak
perempuan apabila melakukan pembatalan khitbah, dikarenakan adat setempat
mengharuskan pihak laki-laki memberikan barang-barang sebagai pemberian

pasca khitbah yang mana barang tersebut harus dikembalikan apabila terjadi

° Siti Nurhayati, Ganti Rugi Pembatalan Khitbah dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus
Masyarakat Desa Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Jambi), Skripsi Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

1% Nina Agus Hariati, Mudhun Gentheng Sebagai Sanksi Pembatalan Khitbah Perspektif
Sad al-Zariah (Studi Kasus pada Masyarakat Dusun Karang Juwe Kecamatan Karang Ploso
Kabupaten Malan, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Malik Ibrahim Malang, 2016.



pembatalan oleh pihak perempuan. Skripsi ini hanya melihat dari perspektif
pembatalan dari pihak perempuan yang mana berbeda dengan kajian sanksi
hukum pembatalan khitbah di Kecamatan Semin yang tidak hanya
memandang dari salah satu pihak.**

Skripsi yang disusun oleh Nur Wahid Yasin, mahasiswa Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
yang membahas tentang sanksi bagi pelaku pembatalan peminangan yang
terjadi di Desa Ngreco, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini
berfokus kepada pembahasan tersebut ditinjau dari hukum Islam yang sudah
ada. Kajian ini berbeda dari sanksi hukum pembatalan khitbah dalam hal
objek penelitian yang mana kajian dari Nur Wahid Yasin terletak di
Kabupaten Sukoharjo yang letaknya cukup jauh dari Kabupaten Gunungkidul
terkhusus dari Kecamatan Semin itu sendiri.*?

Skripsi yang disusun oleh Khusen, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang membahas
pandangan masyarakat. terhadap fenomena khithah- yang terjadi di lingkup
Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo. Fenomena tersebut adalah adanya
pandangan bahwa ‘khitbah' merupakan praktik pelegalan hubungan antar

remaja di lingkungan tersebut yang mana hal tersebut melanggar syariat Islam.

1 Umar Said, Tinjauan Hukum Islam terhadap Denda Akibat Pembatalan Khitbah oleh
Pihak Perempuan (Studi kasus di Desa Bandung Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara), Skripsi
Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2009.

12 Nur Wahid Yasin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan
Studi Kasus DI Desa Ngreco Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo, Skripsi Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.



Skripsi ini berbeda dengan pembahasan sanksi hukum pembatalan khitbah di
Kecamatan Semin yang mana skripsi ini hanya membahas tentang fenomena
dampak pelaksanaan khitbah terhadap status hubungan antara kedua calon
mempelai sedangkan sanksi hukum pembatalan khitbah lebih mengkhususkan
ke dalam praktik pelaksanannya yang unik.*®

Skripsi yang disusun oleh Husnul Khatimah yang berjudul Implikasi
Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar “Mee Ranup” Perspekif Figh yang
merupakan studi penelitian di Desa Cot Jabe Kecamatan Banda Baro
Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini membahas tentang dampak pembatalan
terhadap tradisi pemberian mahar di daerah tersebut yang diistilahkan dengan
“Mee Ranup”. Skripsi ini hanya membahas dampak pembatalan dari sudut
pandang tradisi pemberian mahar yang mana ini berbeda dengan pembahasan
sanksi hukum pembatalan khitbah di Kecamatan Semin yang membahas
dampak dari adanya sanksi bagi pelaku pembatalan, bukan dampak terhadap
mahar atau hadiah.**

Jurnal” yang disusun oleh Saifudin Sa’dan. dan ‘Arif Afandi yang
berjudul Pengembalian Mahar Berganda karena Pembatalan- Khitbah dalam
Pandangan Islam: Analisisnya terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuto
Baro Aceh Besar. Penelitian ini berbeda dikarenakan jurnal ini membahas

status hukumnya menurut pandangan hukum Islam jika ada masalah

3 Khusen, Pandangan Masyarakat Terhadap Khitbah Perkawinan (Studi di Kecamatan
Bruno Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah), Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Y Husnul Khatimah, Implikasi Pembatalan Khitbah Terhadap Mahar “Mee Ranup”
Perspektif Figh (Studi di Desa Cot Jabet Kec. Banda Baro Kab. Aceh Utara), Skripsi Fakultas
Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
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pengembalian mahar sejumlah dua kali lipat jika terjadi pembatalan khitbah
atau lamaran, sedangkan pembahasan sanksi hukum pembatalan khitbah
mengangkat fenomena adanya sanksi bagi pelaku pembatalan khitbah yang
nominalnya tidak harus berapa kali lipat dari yang telah diberikan. Adapun
teori yang digunakan dalam jurnal tersebut menggunakan teori penerapan
ta’zir sedangkan pembahasan sanksi hukum pembatalan khitbah di Kecamatan
Semin tidak menggunakan teori ta’zir."®

Jurnal yang disusun oleh Sudirman yang berjudul Analisis Hukum
Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah. Jurnal ini juga meneliti
tentang adanya sanksi bagi pelaku pembatalan khitbah nikah dari tinjauan
hukum Islam. Akan tetapi objek penelitian dari pembahasan jurnal di atas
berbeda dengan pembahasan sanksi hukum pembatalan khitbah di Kecamatan
Semin yang terletak di Kabupaten Gunungkidul sedangkan jurnal tersebut
objeknya terletak di Kecamatan Seputih Surabaya dan Bandar Surabaya.'®

Jurnal yang disusun oleh Nida Desianti yang berjudul Pembatalan
Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari “Hukum Islam dan Adat
Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie-Sigli, Aceh). Adapun perbedaan antara
jurnal ini dengan tesis ‘'yang penyusun susun adalah dalam pokok
pembahasannya. Jurnal ini meneliti tentang pembatalan peminangan dan

akibat hukumnya ditinjau dari hukum Islam dan Adat Aceh sedangkan

1> Saifudin Sa’dan dan Arif Afandi, Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan
Khitbah dalam Pandangan Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Hukum Islam Vol. I No.1
Januari 2017.

1% Sudirman, Analisis Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Khitbah Nikah, Jurnal
Hukum dan Ekonomi Syari’ah TAIN Metro Lampung Vol. 5 No.1 Maret 2017.
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penyusun meneliti mengenai sanksi terhadap pembatalan khitbah yang berlaku

di wilayah Kecamatan Semin.*’

E. Kerangka Teoretik

Khitbah atau lamaran merupakan permulaan menuju jenjang pernikahan.
Dapat pula diasumsikan sebagai janji untuk menikah dan bukan sebagai
pelegalan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dikarenakan khitbah
merupakan janji yang telah direncanakan, maka terdapat pula kemungkinan
untuk dibatalkan oleh sebab-sebab tertentu,*®

Islam membolehkan pembatalan khitbah dengan syarat dalam melakukan
pembatalan harus didasarkan dengan alasan yang rasional dan dapat
dipertanggungawabkan. Pembatalan khitbah dilarang apabila dilakukan atas
tanpa alasan vyang tidak dibenarkan oleh syarak, dikarenakan akan
mengecewakan salah satu pihak.*

Peminangan merupakan langkah pendahuluan sebelum akad nikah.
Terkadang sesudahnya diikuti dengan ‘pemberian. pembayaran maskawin
seluruh = atau sebagian dan memberikan macam-macam hadiah serta
pemberian-pemberian yang bertujuan memperkokoh hubungan yang masih

baru.akan tetapi terkadang terjadi permasalahan sehingga salah satu pihak

'” Nida Desianti, Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Hukum
Islam dan Adat Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie-Sigli, Aceh), Premise Law Jurnal, 2015.

8 Ahmad Sudirman Abbas, Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antar
Madzhab (Jakarta: Prima Heza Lestari, 2006), him. 91.

19 Agus Salim, Risalatun Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), him. 27.



12

membatalkan khitbah yang telah dilakukan. Hal ini seharusnya ditinjau ulang,
bahwa sebenarnya khitbah hanyalah perjanjian sebelum melaksanakan akad
nikah, bukan berarti sudah terjadi akad nikah.”> Apabila kemudian terjadi
pembatalan, itu menjadi hak dari masing-masing pihak yang telah membuat
perjanjian. Kemudian, terhadap orang yang menyalahi janjinya, Islam tidak
menjatuhkan hukuman material, sekalipun perbuatan ini dipandang amat
tercela dan dianggapnya sebagai salah satu sifat-sifat kemunafikan, terkecuali
jika ada alasan-alasan yang benar dan menjadi penyebab tidak dipatuhinya
perjanjian tersebut.?

Mahar yang telah diberikan oleh peminang kepada pinangannya berhak
diminta kembali, bila akad nikahnya tidak jadi karena mahar diberikan sebagai
ganti dan imbalan pernikahan. Selama pernikahan belum dilaksanakan, maka
pihak perempuan belum mempunyai hak sedikitpun terhadap harta tersebut
dan ia wajib mengembalikannya karena barang itu adalah milik laki-laki yang
meminang.”

Sedangkan apabila selain. mahar, semisal barang-barang pemberian yang
bertujuan sebagai hadiah kepada mempelai perempuan, maka barang-barang

tersebut disamakan dengan:hibah dan tidak boleh'diminta kembali.?®

20 Alli Yusuf al-Subki, Figh Keluarga (Jakarta: Amzah, 2010), him. 66.
2! 1bid.

22 sayid Sabig, Figih Sunnah 2, alih bahasa oleh Ahmada Cornish Creativa (Depok:
Fathan Media Prima, tt), him. 269.

2 |pid.
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Mengenai hadiah, maka hendaknya mengambil posisi hibah. Hadiah tidak
boleh dikembalikan jika itu murni pemberian, tanpa adanya ikatan atau syarat,
karena penerima hadiah berhak dan menjadi pemilik apa yang telah diberikan
kepadanya sejak ia menerimanya. Namun apabila hibah diberikan dalam
rangka mengharapkan balasan dari penerima, maka jika penerima belum
melakukan apa yang diminta, pemberi berhak meminta kembali hibah yang
telah diberikan. Dalam keadaan ini pemberi berhak meminta kembali apa yang
telah dihibahkan karena ia memberikannya atas dasar sesuatu, yaitu
pernikahan. Apabila pernikahan itu batal terlaksana, maka laki-laki (atau
perempuan) berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikan.?*

Selain itu, berdasarkan penelusuran terhadap nas ataupun pendapat —
pendapat ulama tidak ada yang secara khusus mengkaji fenomena adat seperti
sanksi pembatalan khitbah ini. Sehingga diperlukan metode ijtihad yang sesuai
untuk menanggapi fenomena tersebut dan penyusun berpendapat jika ada
beberapa metode metode yang sesuai untuk memecahkan fenomena tersebut.

1. Al-*Urt;
Al- ‘urf merupakan salah satu sumber dari berbagai hukum Islam, yang
mana metode ini dipergunakan sebagai salah satu upaya ijtihad dalam
sebuah kasus yang belum ada kepastiannya dalam Hukum Islam, namun

tidak selamanya a/-‘urf dapat dijadikan sebagai sumber hukum

2 |pid.
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dikarenakan ada kalanya a/-‘urf itu sahih dan ada kalanya al-‘urf itu
fasid. ®

Al-‘urf sahih merupakan sesuatu yang saling dikenal oleh manusia,
tidak bertentangan dengan dalil syarak, dan tidak menghalalkan sesuatu
yang diharamkan dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Sedangkan
al-‘urf fasid merupakan sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasan
manusia, akan tetapi bertentangan dengan syarak, atau menghalalkan
sesuatu yang diharamkan ataupun membatalkan sesuatu yang wajib.?

2. Maslahah Mursalah

Para ahli ilmu ushul fikih memberikan penjelasan bahwa maslahah
mursalah ialah memberikan hukum syarak kepada sesuatu kasus yang
tidak terdapat dalam nas atau Ijmak atas dasar memelihara
kemaslahatan.”’ Pada hakikatnya, maslahah mempunyai dua sisi, yaitu
sisi positif (ijab)) dan sisi negatif (salabi). Sisi positif berupa
merealisasikan kebaikan (7/ad al-manfa’ah) sedangkan sisi negatif berupa

menbolak kerusakan atau bahaya (daf al-mafsadah).®

2% Wahbah al-Zuhaily, a/-Figh al-Islamy (Damsik: Dar al-Fikr, 2001), 11: 834.

6 Abdul Wahhab Khalaf, llmu Ushul Figh, alih bahasa Moh. Zuhri cet. | (Semarang:
Dina Utama, 1994), him. 123.

2" A. Djazuli, llmu Figh: Penggalian, Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam,
(Jakarta: Prenadamedia, 2015), him. 86.

%% Suwarjin, Ushul Figh, (Yogyakarta: Teras, 2012), him. 138.
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F. Metode Penelitian
Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan
metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksanan
dengan sistematis.?® Berdasarkan hal tersebut, penyusun menggunakan metode
sebagai pedoman agar penelitian dapat terlaksana secara rasional, objektik,
dan tercapai hasil yang optimal. Adapun metode yang penyusun gunakan
dalam penelitian ini adalah:
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, penelitian secara
langsung kepada objek yang diteliti untuk memperoleh data yang
dibutuhkan dalam penelitian, yaitu tradisi sanksi hukum dalam pembatalan
khitbah yang terjadi di Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul.
2. Sifat Penelitian
Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk pada penelitian
deskriptif-analitis. Dengan sifat penelitian tersebut bermaksud untuk
menjelaskan sebuah ‘kasus ‘kemudian ' dianalisis, sehingga nantinya
penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan
manfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.
selain itu penelitian ini juga bentuk penelitian terhadap masalah baru, isu

baru dan judul penelitian yang belum banyak diketahui.*® Atau dapat juga

2% Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta:
Kanisius, 1988), him. 10.

%0 Suharto dkk., Perkayasaan Metodologi Penelitian, Cet. I, (Yogyakarta: Andi Ofset,
2004), him. 15.
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dimasukkan sebagai penyelidikan sebuah masalah yang belum jelas.®
Dalam penelitian ini mendeskripsikan konsep khitbah dalam hukum Islam,
dan memaparkan masalah yang terjadi di lapangan, yaitu fenomena sanksi
hukum bagi pelaku pembatalan khitbah yang menjadi tradisi masyarakat di
Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul.

3. Pendekatan Penelitian

Menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah
dengan melihat kesesuaian mengenai sanksi hukum dalam tradisi
pembatalan khitbah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Semin
Kabupaten Gunungkidul dengan melihat dalil-dalil Alguran, sunah, serta
pendapat para ulama.

Menggunakan tolak ukur dari ketetapan norma-norma agama
berupa Alquran dan hadis berikut hukum sebagai landasan pembenaran
dari masalah yang dibahas, sehingga memperoleh satu kesimpulan yang
benar dan selaras dengan ketentuan hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk ‘memperoleh * data yang = diperlukan, —penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan
secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu di wilayah Kecamatan
Semin Gunungkidul yang dilakukan dari tanggal 24 April 2019 sampai

dengan 1 Juli 2019. Adapun latar belakang pemilihan objek penelitian

%! pjus A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus Ilmia Popular, (Surabaya: Arkola,
1994), him 136.
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bertempat di Kecamatan Semin, dikarenakan di wilayah Kecamatan
Semin tradisi mengenai pemberian sanksi pembatalan khitbah masih
dilaksanakan secara menyeluruh dalam wilayah tersebut.

b. Interview, yaitu wawancara guna mendapatkan keterangan secara lisan
dari responden atau informan. Dalam penelitian ini yaitu warga
masyarakat di Kecamatan Semin Gunungkidul. Antara lain adalah
bapak Witanto selaku camat Kecamatan Semin, bapak Suroso selaku
kepala Dukuh Pijenan Desa Pundungrejo Kecamatan Semin, bapak
Abdul Rozak selaku tokoh masyarakat Desa Semin, bapak Waluya
selaku kepada Desa Kalitekuk, bapak Hernawan selaku pegawai KUA
Kecamatan Semin, saudara Khairul Rasyid selaku warga Desa
Karangsari sekaligus pelaku khitbah, dan Risna warga Desa
Pundungrejo sekaligus pelaku khitbah.

c. Dokumentasi, teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan
dokumen sebagai pendukung penelitian. Di antaranya adalah contoh
surat perjanjian-khitbah.

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari
sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang
dihasilkan melalui proses wawancara atau interview secara langsung
dengan subjek penelitian informan. Sedangkan yang menjadi sumber
data primer dalam penelitian ini ialah kelompok informan yang secara

langsung melakukan tradisi adanya perjanjian pemberian konsekensi
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hukum terhadap pembatalan khitbah, yaitu tokoh masyarakat dan
pejabat pemerintah di lingkup wilayah Kecamatan Semin Kabupaten
Gunungkidul.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pustaka, berupa
buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan dokumen tertulis
lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Salah satu
data sekunder yang penyusun pergunakan adalah buku-buku yang
membahas tentang khitbah.

6. Analisis Data
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian
yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau
hitungan lainnya.** Cara berfikir yang penyusun gunakan adalah cara
berfikir induktif, di mana penyusun menganalisa data dimulai dari kasus-
kasus yang diteliti kemudian digenerasikan pada suatu kesimpulan yang
bersifat umum.
G. Sistematika Pembahasan
Dalam penyususnan skripsi ini, penyusun-akan memberi penjelasan
secara sistematis agar_lebin mudah dalam pemahaman yang nantinya akan
dibagi menjadi lima bab yaitu:
Bab pertama adalah pendahuluan yang menggambarkan secara umum
isi tesis agar pembaca mudah dalam memahaminya. Dalam pendahuluan ini

penyusun membahas tentang latar belakang masalah tentang adanya sanksi

%2 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, alih bahasa
Muhammad Shodig dan Imam Muttagien, cet. Ke.3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), him.4.
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hukum terhadap pembatalan khitbah yang merupakan tradisi masyarakat di
Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua khusus menulis teori tentang ketentuan umum khitbah
nikah serta pembatalan khitbah itu sendiri, baik menurut undang-undang
maupun hukum Islam. Dimulai dengan membahas pengertian khitbah nikah
menurut berbagai kalangan, kedudukan khitbah dalam proses pernikahan,
syarat-syarat khitbah, pendapat-pendapat ulama dalam masalah pembatalan
khitbah nikah.

Bab ketiga, berisi subjek dari penelitian yaitu mengenai Kecamatan
Semin Kabupaten Gunungkidul yang meliputi sejarah praktik serta letak
geografis. Mekanisme praktek perjanjian bagi pembatalan khitbah yang
dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Semin, contoh-contoh kasus
yang telah terjadi di lingkup Kecamatan Semin, serta pandangan tokoh
setempat dalam menanggapi fenomena tersebut.

Bab keempat membahas analisis tentang sanksi hukum pembatalan
khitbah yang terjadi di lingkup masyarakat di Kecamatan Semin Kabupaten
Gunungkidul menurut pandangan fikih keluarga.

Bab kelima membahas penutup meliputi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian penyusun, mengenai tradisi sanksi hukum
pembatalan khitbah yang dipraktikkan oleh masyarakat di wilayah

Kecamatan Semin Gunungkidul dapat disimpulkan:

1. Tradisi pemberian sanksi hukum terhadap pembatalan khitbah
merupakan suatu tradisi yang berupa pemberian sanksi bagi pelanggar
perjanjian khitbah, yang dalam hal ini adalah pelaku pembatalan khitbah.
Sanksi yang diberikan merupakan denda berupa uang dalam nominal
tertentu sesuai perjanjian yang harus dibayarkan kepada pihak-pihak
yang terkait. Tradisi ini merupakan tradisi turun temurun dari para
leluhurnya. Secara rinci, tidak ada satupun masyarakat di Kecamatan
Semin mengetahui sejarah tempat dan waktu mulai diberlakukannya
tradisi  ini. Beberapa faktor yang -menguatkan masyarakat di Kecamatan
Semin Gunungkidul untuk tetap mempertahankan tradisi ini antara lain
untuk melestarikan tradisi-dari para leluhur, juga untuk menghindarkan
masyarakat di Kecamatan Semin Gunungkidul dari dampak buruk
pembatalan khitbah, serta memberikan rasa nyaman kepada pihak yang
terikat dalam khitbah.

2. Pembatalan khitbah merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam,

yang harus menempuh jalan yang baik dan tidak menyakiti salah satu
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pihak. Dalam hal pemberian sanksi hukum pembatalan khitbah dalam
bentuk ganti rugi materiil, para ulama terdahulu belum memberikan
status hukumnya secara pasti. Para ulama hanya memberikan status
hukum kepada hadiah khitbah. Akan tetapi Mahkamah Kasasi Mesir
tahun 1939 memberikan keputusan bahwa wajib hukumnya memberikan
ganti rugi pembatalan khitbah apabila pihak yang dibatalkan dirugikan
baik secara moril maupun materiil. Adapun status tradisi masyarakat di
Kecamatan Semin Gunungkidul mengenai sanksi hukum pembatalan
khitbah ini termasuk ke dalam ‘urf khas jika dilihat dari cakupan atau
ruang lingkupnya, serta termasuk ke dalam ‘urf sahih jika dilihat dari
segi penerimaan atau penolakannya. Selain itu tradisi masyarakat di
Kecamatan Semin Gunungkidul mengenai sanksi hukum pembatalan
khitbah tersebut sesual dengan syarat-syarat penetapan hukum melalui
‘urf. Tradisi masyarakat di Kecamatan Semin Gunungkidul tersebut juga
dapat dikategorikan ke dalam maslahah daruriyyah, dikarenakan memuat
prinsip maslahah daruriyyah, yaitu menghindarkan psikis seseorang dari
gangquan (Aifz. al-‘agl)  yang  menyebabkan  adanya keengganan
seseorang untuk menikah (A4ifz an-nasl). Selain itu dapat dikategorikan ke
dalam hifz al-mal apabila pihak yang dibatalkan sudah mengeluarkan
banyak biaya untuk persiapan pernikahan yang kemudian ternyata malah
dibatalkan. Tradisi masyarakat di Kecamatan Semin Gunungkidul
mengenai sanksi hukum pembatalan khitbah ini dapat dikategorikan ke

dalam a/-maslahah al-‘ammah mengingat tradisi ini sudah dilakukan oleh
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masyarakat di Kecamatan Semin secara turun temurun serta berlaku
secara umum di seluruh wilayah kecamatan Semin Gunungkidul. Dalam
kaitannya dengan ada atau tidaknya petunjuk syarak mengenai status
hukumnya, tradisi masyarakat di Kecamatan Semin Gunungkidul
mengenai sanksi hukum pembatalan khitbah ini dapat dikategorikan ke
dalam maslahah mursalah karena tradisi ini merupakan suatu adat
kebiasaan yang tidak terdapat petunjuk syarak dalam penetapan
hukumnya, baik penerimaan maupun penolakannya dan juga tradisi
masyarakat di Kecamatan Semin ini merupakan suatu tradisi yang
dipandang baik dari segi akal dan memberikan kemanfaatan bagi
masyarakat di Kecamatan Semin serta menghindarkan masyarakat di
Kecamatan Semin dari kemudaratan yang ditimbulkan dari pembatalan
khitbah. Dalam hal kesesuaiannya dengan syarat-syarat mas/ahah
mursalah agar dapat dipergunakan sebagai dasar legislasi hukum, tradisi
masyarakat di Kecamatan Semin Gunungkidul mengenai sanksi hukum
pembatalan khitbah bisa dianggap sesuai. Dengan demikian tradisi yang
ada di masyarakat di Kecamatan Semin Gunungkidul-ini merupakan
tradisi yang sesual dengan tujuan syariat Islam secara umum, mengingat
maksud dan tujuan dari adalah untuk memberikan kemanfaatan bagi
masyarakat di Kecamatan Semin serta menghindarkan masyarakat di
Kecamatan Semin dari kemudaratan yang ditimbulkan dari pembatalan

khitbah.
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B. Saran

1. Pelaksanaan tradisi khitbah dengan memberikan sanksi hukum bagi
pelaku pembatalan khitbah yang di lakukan oleh masyarakat di
Kecamatan Semin Gunungkidul ini seyogyanya terus dilestarikan dengan
didampingi oleh tokoh masyarakat di Kecamatan Semin agar dalam
pelaksanaannya tidak terjadi hal-hal yang dapat merusak tradisi serta
substansi dari khitbah itu sendiri.

2. Perlu diadakan kajian ulang mengenai status sanksi hukum yang berupa
ganti rugi materiil, terutama dalam hal pembagian persentase ganti rugi.
Yang mana dalam tradisi yang masih berlaku hingga saat ini, persentase
bagi pihak yang dibatalkan masih terlalu sedikit. Walaupun tujuan dari
diadakannya tradisi hanyalah untuk menghormati para leluhur, namun
alangkah baiknya apabila dikaji ulang dan dikemas dalam suatu tradisi

yang lebih baik.
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ABSTRAK

Khitbah merupakan salah satu aspek yang diatur dalam Islam yang
berfungsi sebagai langkah awal menuju jenjang pernikahan. Dengan adanya
khitbah, diharapkan kedua calon mempelai serta keluarga dapat mengenal satu
sama lainnya, serta dapat menguatkan ikatan sebelum pernikahan. Khitbah
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa
rahmah. Akan tetapi, khitbah tidak selalu berakhir ke jenjang pernikahan. Ada
beberapa hal yang menyebabkan seseorang membatalkan khitbah yang sudah
dilakukan. Pembatalan ini, sedikit banyak akan memberikan dampak negatif bagi
pihak yang dibatalkan. Menyadari adanya potensi itu, masyarakat di Kecamatan
Semin Kabupaten Gunungkidul membuat suatu mekanisme dalam prosesi
khitbah, yaitu dengan membuat perjanjian khitbah yang di dalamnya memuat
kesepakatan adanya pemberian ganti rugi secara materiil dari pihak yang
membatalkan kepada pihak yang dibatalkan dengan nominal sesuai kesepakatan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di
wilayah Kecamatan Semin Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskritif-analitis, yaitu dengan memaparkan
materi-materi pembahasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-
fakta yang diteliti. Kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil
yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan normatif yaitu dengan mengacu pada aturan hukum Islam
dengan dalil-dalil dari alquran dan hadis, dan pendapat ulama. Kemudian
menggunakan pendekatan ‘urf dan maslahah mursalah untuk menganalisis
permasalahan yang terjadi dalam tradisi masyarakat Semin mengenai konsekuensi
hukum pembatalan khitbah.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat diketahui alasan masyarakat
Semin yang masih mempraktikkan tradisi tersebut hingga sekarang. Alasan
tersebut antara lain adalah untuk melestarikan tradisi leluhur masyarakat di
Kecamatan Semin yang sudah berjalan selama puluhan tahun, untuk
menghindarkan masyarakat di Kecamatan Semin dari dampak negatif pembatalan
khitbah, serta memberikan rasa nyaman kepada pihak yang terikat dalam khitbah
agar terbentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Pembatalan
khitbah merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam akan tetapi jika tidak
dilakukan dengan jalan yang baik, tentu akan mengakibatkan dampak negatif bagi
pihak yang dibatalkan, baik secara moril maupun materiil. Hal ini tentu bertolak
belakang dengan salah satu prinsip beragama dalam Islam, yaitu memelihara akal,
memelihara keturunan, serta memelihara harta.

Kata kunci: pembatalan khitbah, ‘urf, maslahah mursalah, Semin,
Gunungkidul.
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